LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARAN G/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA.
PEMERINTAH
NOMOR: 11 TAHUN 2011

TENTANG
URAJAN JABATAN STRUKTURAL DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi,
dan akuntabilitas kinerja, maka diperlukan uraian
jabatan struktural di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Urajan Jabatan
Struktural di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33});

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106
Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001 /KEP.LKPP
/05/2008 "ientang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMEBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
URAJAN = JABATAN STRUKTURAL DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
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Pasal 1

Uraian Jabatan Struktural di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Uraian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan
uraian jabatan yang menjelaskan mengenai misi jabatan, uraian tugas, hasil
kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, dan syarat
jabatan dari setiap jabatan struktural di Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Jabatan Struktural dijadikan pegangan dan acuan bagi setiap pejabat
dalam menjalankan pekerjaannya di lingkungan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4

Pejabat Eselon [ dan Il di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah agar melakukan bimbingan dan .pengawasan atas
pelaksanagn tugas dan fungsi sesuai dengan Uraian Jabatan pada unit kerja
masing-masing
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Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2011

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

jdih.lkpp.go.id




